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KATA PENGANTAR 

 
 Segala Puji Bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rakhmat dan Hidayah 

NYA sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan 

lancar. 

 Laporan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk dinyatakan lulus dari 

program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Teknologi 

Yogyakarta. Laporan ini merupakan hasil pengamatan penulis terhadap Sistem 

dan Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan di Kantor Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sleman. Sistem dan Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan di 

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dilakukan oleh beberapa bagian dan 

menggunakan dokumen yang berfungsi sebagai acuan untuk melaksanakan 

pengendalian pelaksanaan kegiatan. Sistem dan Prosedur Pengendalian 

Pelaksanaan Kegiatan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman sudah 

berjalan dengan baik namun ada beberapa kelemahan yang dapat mengganggu 

berjalannya pengendalian pelaksanaan kegiatan. Untuk mengatasi kelemahan 

tersebut dalam laporan ini penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat 

dimanfaatkan oleh SKPD. 

 Penulis mampu menyelesaikan tulisan ini atas bantuan berbagai pihak. 

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: Kaprodi D-3 Akuntansi 

Bapak Drs. Suyanto, MM., Akt. Yang telah memberi izin untuk melakukan 

kunjungan ke instansi. Bapak Yunus Indra Purnama SE., MM.,Ak., CA. Selaku 

dosen pembimbing. Selain itu penulis juga mengucapkan termakasih tak terhingga 

pada kedua orang tua yang telah member semua kebutuhan penulis untuk 

menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Terimakasih juga penulis sampaikan 

kepada saudara, sahabat dan teman-teman serta semua pihak yang telah membantu 

penulis meyelesaikan tugas akhir ini. Tentunya penulis tidak dapat membalas 

semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini. 

Tentunya penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah penulis 

terima, semoga amal kebaikan semua mendapat imbalan dari Allah SWT. 

 Laporan tugas akhir ini tentunya belum merupakan hasil yang sempurna, 

untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran untuk 

perbaikan laporan ini. Serta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam 

proses penulisan hasil akhir laporan ini ada pihak-pihak yang tidak berkenan. 

Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin. 

 

 

 

Yogyakarta, 31 Juli 2016 

Penulis, 

 

 

 

Mifftaf Praski Jentari 

3140111076 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Proses pelaksanaan pembangunan di Indonesia baik secara nasional 

maupun daerah mengacu pada Peraturan Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN) yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan 

tanggap terhadap perubahan untuk meningkatkan pembangunan daerah di 

Indonesia. Di dalam Peraturan tersebut memuat tahapan pembangunan yang 

terdiri dari perencanaan, penganggaran, pengendalian (monitoring dan evaluasi) 

dan penilaian kinerja pemerintah pusat maupun daerah. Dalam pengendalian 

pelaksanaan pembangunan, berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang kemudian 

disempurnakan dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010, Pemerintah daerah 

diamanatkan untuk melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

perencanaan mereka secara bertahap, antara lain Kabupaten/Kota melapor ke 

Provinsi, Provinsi melaporkan ke Departemen/Pusat, Sehingga setiap instansi 

pemerintah didorong untuk dapat akuntabel dan meningkatkan kinerjanya secara 

berkelanjutan. 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman (SETDA) merupakan unsur staf yang 

dipimpin oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam pengoordinasian penyusunan 

kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan
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evaluasi kebijakan daerah, dan pelayanan administratif perangkat daerah. Bagian 

pembangunan adalah salah satu dari Sembilan bagian di lingkungan Sekretariat 

daerah, yang memiliki penugasan melaksanakan fasilitas pengoordinasian 

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan administrasi, pengendalian, dan 

pelaporan pembangunan daerah. Pengendalian kegiatan merupakan salah satu 

penugasan di Bagian Pembangunan dengan melaporkan kemajuan pelaksanaan 

kegiatan, berupa laporan kemajuan fisik dan kegiatan keuangan seluruh SKPD 

yang berguna untuk mengendalikan jalannya pelaksanaan kegiatan pembangunan 

seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Sleman. 

Penyusunan laporan tersebut dilakukan oleh kepala SKPD dan dilaporkan kepada 

Bupati melalui Kepala Bagian Pembangunan. 

Berdasarkan surat Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyarapan Anggran Nomor 

TEP/S-008/02/2013 tanggal 1 Maret 2013 perihal Petunjuk Teknis Optimaliasi 

Pemanfaatan Sistem Monitoring, serta sebagai tindak lanjut surat Menteri Dalam 

Negeri Nomor 903/601/Sj tanggal 6 Februari 2013 yang diperbarui dalam Surat 

Edaran Kantor Staf  Presiden Nomor B-49/KSP/D.I/05/2015 perihal edaran terkait 

pelaksanaan Sistem Monitoring Informasi TEPRA (SISMONTEP) sebagai upaya 

percepatan realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam rangka 

pengendalian dan percepatan realisasi belanja daerah, maka langkah-langkah 

strategis pengoorganisasian untuk wilayah Kabupaten/Kota yaitu; Bupati/walikota 

membentuk TEPRA Kabupaten/Kota dengan menunjuk Sekretaris Daerah 

Kabupaten/Kota sebagai Penanggung Jawab dan seorang pejabat Eselon II atau 

Eselon III pada Sekretariat Daerah atau SKPD, yang melaksankan fungsi 
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perencanaan daerah untuk menjadi Penanggung Jawab Harian, sekaligus sebagai 

Pejabat Penghubung (contact Person) antara TEPRA Kabupaten/Kota, TEPRA 

Provinsi, TEPRA Pusat dan Kementrian Dalam Negeri. Keanggotaan TEPRA 

Kabupaten/kota sekurang-kurangnya melibatkan unsur Sekretariat Daerah, 

Bagian/Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Perencanaan Daerah 

dan Unit Layanan Pengadaan, Serta dibantu Sekretariat TEPRA Kabupaten/Kota. 

Tim Evalusi Dan Pengawasan Realisasi (TEPRA) mempunyai tugas melakukan 

percepatan penyerapan belanja daerah dan pengoordinasikan. Diharapkan dengan 

penyerapan anggaran yang tepat dan cepat pemerintahan yang baik (good 

governance) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan pemerintahan yang lebih 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih 

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai 

wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pemerintah. Adapun dalam 

siklus perencanaan pembangunan, kegiatan pengendalian dan evaluasi sangatlah 

penting karena hasil pengendalian dan evaluasi dapat digunakan sebagai salah 

satu umpan balik bagi perencanaan untuk menyusun perencanaan pembangunan 

yang lebih tepat dan berkualitas. 

Kabupaten Sleman telah menerapkan Undang-Undang SPPN (Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional) dan PP No. 54 Tahun 2010 dengan baik, 

sehingga selama 5 (lima) tahun berturut-turut mendapat Opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (LKPD) Tahun 

2015 dari BPK Perwakilan DIY, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) daerah dengan nilai sangat baik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 
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mempelajari sistem dan prosedur pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pembangunan agar mengetahui perkembangan dan penyerap anggaran, 

mendeteksi permasalahan sejak dini, mengambil kebijakan dalam rangka 

percepatan penyerapan anggaran pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di 

Kabupaten Sleman. 

B. Tujuan 

Untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 

Pembangunan Di Kabupaten Sleman. 

C. Manfaat 

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak 

antara lain: 

1. Bagi penulis 

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam 

penerapan ilmu akuntansi sektor publik. 

2. Bagi Sekretariat Daerah Sleman 

Diharapkan dapat untuk mengevaluasi hasil pencermatan kemajuan fisik 

dan kegiatan keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). 

3. Bagi Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) 

Bermanfaat sebagai bahan masukan dalam bidang ilmu terkait dan dapat 

menjadi pedoman bagi mahasiswa untuk tugas akhir lebih lanjut. 
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D. Sistematika Pembahasan 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini secara umum mengangkat tema yang telah dipilih 

dan menjelaskan tentang manfaat serta tujuan dari 

penulisan tugas akhir dengan tema yang telah dipilih. 

2. BAB II : GAMBARAN UMUM 

Bab ini menjelaskan gambaran umum, tugas pokok dan 

fungsi serta struktur organisasi Sekretariat Daerah dan 

Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sleman. 

3. Bab III : PEMBAHASAN 

Berisi uraian mengenai pemahaman mahasiswa terhadap 

aktivitas selama melakukan praktek kerja. Manfaat 

pengendalian kegiatan, pembahasan mengenai sistem dan 

prosedur pengendalian kegiatan di Kabupaten Sleman. 

4. Bab IV : KESIMPULAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya supaya pembaca mudah dalam memahami isi 

laporan tersebut. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN 

(SETDA) 

A. Diskripsi Kantor Sekretariat Daerah Sleman 

Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Sleman berada di Jalan Perasamya, 

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Beberapa peraturan terkait pembentukan 

Sekretariat Daerah Sleman adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44), Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Otonomi Daerah diartikan 

sebagai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan 

pemerintahan daerahnya sendiri dan kepentingan masyarakatnya dalam tataran 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 

1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari hal penyelenggaraan otonomi Pembentukan 
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Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59).  

Adapun Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, 

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah 

dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan 

pertimbangan: 

1. bahwa untuk menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan, 

pemantauan, dan evaluasi kebijakan daerah serta pengoordinasian 

pelaksanaan tugas perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat 

Daerah, perlu menetapkan kedudukan, susunan oraganisasi, tugas dan 

fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah. 

2. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 

11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat 

daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat 

Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) yang
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dikembangkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 

Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah 

Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 

11). Di dalam peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2016 yang dimaksud 

dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. 

2. Bupati ialah Bupati Sleman. 

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. 

4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman. 

5. Satuan organisasi adalah asisten sekretaris  daerah, bagian, subbagian, dan 

kelompok jabatan fungsional lingkup Sekretariat Daerah. 

6. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi lingkup Sekretariat 

Daerah. 

Sekretariat Daerah dalam susunan perangkat daerah Pemerintah 

Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 

2016.Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah, dan pelayanan 

administratif perangkat daerah.Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas 

mempunyai fungsi: 

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah. 

2. Pengoorganisasian penyusunan kebijakan daerah. 
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3. Pengoorganisasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah. 

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. 

5. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur. 

6. Pelayanan kesekretariatan Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli dan Sekretariat 

Daerah. 

7. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

B. Uraian Jabatan 

Adapun bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah di Kabupaten Sleman 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Gambar 2.1 
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Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dariAsisten Sekretaris Daerah 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.Bagian 

dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang 

tugasnya.Subbagian dipimpin oleh kepala Subbagian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala Bagian.Kelompok Jabatan Fungsional dalam 

melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan 

berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui 

pejabat yang ditunjuk Seketaris Daerah. Dalam susunan organisasi di Sekretariat 

Daerah Sleman terdiri dari: 

1. Sekretaris Daerah. 

2. Asisten Sekretaris Daeraah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat Terdiri dari: 

a. Bagian Pemerintahan terdiri dari: 

1) Subbagian Administrasi Pemerintahan. 

2) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah. 

3) Subbagian Administrasi Wilayah Perbatasan dan Kerjasama. 

b. Bagian Hukum terdiri dari: 

1) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan. 

2) Subbagian Dokumentasi Hukum. 

3) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan. 

4) Subbagian Dokumentasi Hukum. 

5) Subbagian Bantuan Hukum. 
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c. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: 

1) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga. 

2) Subbagian kesehatan, Sosial, dan Teenaga Kerja. 

3) Subbagian Mental spiritual. 

3. Asisten sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari: 

a. Bagian Perekonomian terdiri dari: 

1) Subbagian Potensi Ekonomi. 

2) Subbagian Usaha Ekonomi. 

3) Subbagian Ketahanan Ekonomi. 

b. Bagian Pembangunan terdiri dari: 

1) Subbagian Administrasi Pembangunan. 

2) Subbagian Pengendalian Pembangunan. 

3) Subbagian Pelaporan Pembangunan. 

c. Bagian Layanan Pengadaan terdiri dari: 

1) Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan. 

2) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan. 

4. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum terdiri dari: 

a. Bagian Umum terdiri dari: 

1) Subbagian Kelembagaan. 

2) Subbagian Ketatalaksanaan. 

3) Subbagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelayananan Publik. 

b. Bagian Umum terdiri dari:  
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1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian. 

2) Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi. 

3) Subbagian Rumah Tangga. 

4) Subbagian Penghubung Jakarta. 

c. Bagian Masyarakat dan Protokol terdiri dari: 

1) Subbagian Dokumentasi. 

2) Subbagian Kemitraan Media. 

3) Subbagian Protokol. 

5. Kelompok jabatan fungsional. 

Mengingat deskripsi tempat magang bahwa penulis melaksanakan magang di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada Bagian Pembangunan, maka penulis 

hanya akan menjelaskan uraian jabatan di Bidang Pembangunan. Berdasarkan 

susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman diatas, Bagian 

Pembangunan merupakan unsur yang tidak terpisahkan di dalamnya.Bagian 

Pembangunan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

1. Bagian Pembangunan mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan fasilitas pengoordinasian perumusan kebijakan, 

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan 

kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan 

perhubungan. 

b. Melaksanaan fasilitas pengoordinasian perumusan kebijakan, 

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi 
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pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang perencanaan, serta fungsi 

penunjang penelitian dan pengembangan. 

c. Melaksanakan fasilitas pengoordinasian perumusan kebijakan teknis 

dan pelaksanaan administrasi, pengendalian, dan pelaporan 

pembangunan daerah. 

2. Bagian Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana kerja Bagian Pembangunan. 

b. Fasilitasi pengoordinasian perumusan kebijakan urusan pemerintahan 

bidang perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan 

penataan ruang, dan perhubungan. 

c. Fasilitasi pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang 

perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan 

ruang, dan perhubungan. 

d. Fasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang 

perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan 

ruang, dan perhubungan. 

e. Fasilitasi pengoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas 

perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

fungsi penunjang perencanaan, serta fungsi penunjang penelitian dan 

pengembangan. 

f. Fasilitasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan administrasi 

pembangunan, pengendalian pembangunan, dan pelaporan 

pembangunan daerah. 
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g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bagian 

Pembangunan. 

Pada bagian Pembangunan mempunyai 3 Subbagian yang membantu 

Kepala Bagian melaksanakan tugasnya yang terdiri dari: 

1. Subbagian Administrasi Pembagunan 

a. Subbagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas: 

1) Menyiapkan bahan fasilitasi pengoordinasian perumusan 

kebijakan, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang 

bidang perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan 

penataan ruang. 

2) Menyiapkan bahan fasilitasi pengoordinasian perumusan kebijakan 

teknis dan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah. 

b. Subbagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas 

mempunyai fungsi: 

1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Administrasi Pembangunan. 

2) Penyiapan bahan fasilitasi pengoordinasian perumusan kebijakan 

urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, 

serta pekerjaan umum dan penataan ruang. 

3) Penyiapan bahan fasilitasi pengoordinasian perumusan kebijakan 

teknis pelaksanaan administrasi pembangunan daerah. 
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4) Penyiapan bahan fasilitasi pengoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat daerah bidang perumahan dan kawasan pemukiman, 

pekerjaan umum dan penataan ruang. 

5) Kebijakan bahan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan 

umum dan penataan ruang. 

6) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan administrasi pembangunan 

daerah. 

7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian 

Administrasi Pembangunan. 

2. Subbagian Pengendalian Pembangunan 

a. Subbagian pengendalian Pembangunan mempunyai tugas: 

1) Menyiapkan bahan fasilitasi pengoordinasian perumusan 

kebijakan, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang 

pemerintahan bidang perhubungan. 

2) Menyiapkan bahan fasilitasi pengoordinasian perumusan kebijakan 

dan pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah. 

b. Subbagian Pengendalian Pembangunan dan melaksanakan tugas 

mempunyai fungsi: 

1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Pengendalian Pembangunan. 

2) Penyiapanbahan fasilitasi pengoordinasian perumusan kebijakan 

urusan pemerintahan bidang perhubungan. 
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3) Penyiapan bahan fasilitasi perumusan kebijakan teknis 

pengendalian pembangunan daerah. 

4) Penyiapan bahan fasilitasi pengoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat daerah bidang perhubungan. 

5) Penyiapan bahan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan bidang perhubungan. 

6) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pembangunan 

daerah. 

7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian 

Pengendalian Pembangunan. 

3. Subbagian Pelaporan Pembangunan 

a. Subbagian Pelaporan Pembangunan mempunyai tugas: 

1) Menyiapkan bahan fasilitasi pengoordinasian perumusan 

kebijakan, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang perencanaan, dan 

fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. 

2) Menyiapkan bahan fasilitasi pengoordinasian perumusan kebijakan 

teknis dan pelaksanaan pelaporan pembangunan. 

b. Subbagian Pelaporan Pebangunan dalam melaksanakan tugas 

mempunyai fungsi: 

1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Pelaporan Pembangunan.
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2) Penyiapan bahan fasilitasi pengoordinasian perumusan kebijakan 

fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang peneliatian 

dan pengembangan. 

3) Penyiapan bahan fasilitasi pengoordinasian perumsan kebijakan 

teknis pelaporan pembangunan. 

4) Penyiapan bahan fasilitasi pengoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat daerah fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi 

penunjang penelitian dan pengembangan. 

5) Penyiapan bahan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan fungsi penunjang perancanaan, dan fungsi penunjang 

penelitian dan pengembangan. 

6) Penyiapan bahan fasilitas pelaksanaan pelaporan pembangunan 

daerah. 

7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian 

Pelaporan pembangunan. 

Adapun struktur organisasi Bagian Pembangunanpada Sekretariat Daerah Di 

Kabupaten Sleman sebagai berikut: 
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Kepala Sub Bagian 

Pengendalian 

Wiwin Taruna Susila, SP, M.Si 

 

Kepala Sub Bagian 

Administrasi 

Nur Widhianto, SE, MPS, M.Eng 

 

Kepala Sub Bagian 

Pelaporan 

Achmad Raharjo, S.Si, M.Sc 
 

Staf Karyawan  

Bagian  

Pembangunan 

 

Suparno 

 

Staf Karyawan  

Bagian  

Pembangunan 

 

Th. Rinawati Animasari,SE 

 

Staf Karyawan  

Bagian  

Pembangunan 

 

Sri Harjanti 

 

Staf Karyawan  

Bagian  

Pembangunan 

 

Tukijo 

 

Staf Karyawan  

Bagian  

Pembangunan 

 

Marjihana 

 

Staf Karyawan  

Bagian  

Pembangunan 

 

Andri Harsoyo 

Animasari,SE 

Kepala  

Bagian Pembangunan 

Ir. Dwi Anta Sudibya, MT 
 

 

Gambar 2.2 
Struktur Organisasi Bagian Pembangunan 

 

Sumber : Sekretariat Daerah 

Bagian Pembangunan 

Di Kabupaten Sleman 

http://192.168.80.4/Data_Pribadi.asp?nip=196907121997032003
http://192.168.80.4/Data_Pribadi.asp?nip=197305081996031002
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C. Visi dan Misi 

1. Visi Sekretariat Daerah yaitu: 

Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik 

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah pengelolaan tata 

pemerintahan daerah yang baik oleh aparatur yang professional, memiliki 

spirit, etos kerja, dan komitmen tinggi serta didukung struktur organisasi 

yang handal, dapat lebih menjamin kinerja pemerintah dalam 

meningkatkan pelayanan masyarakat, menciptakan kepastian hukum, 

tranparansi dan akuntabilitas publik. 

2. Misi Sekretariat Daerah 

Pernyataan tentang cara bagaimana organisasi dapat mewujudkan visi 

yang telah ditetapkan. Misi Sekretariat Daerah adalah: 

1) Mewujudkan rumusan kebijakan daerah yang berkualitas. 

2) Mewujudkan tata laksana pemerintahan daerah yang tertib. 

3) Mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien. 

4) Mewujudkan pelayanan administrasi pemerintah daerah yang prima. 

D. Landasan Teori 

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang terpadu untuk melaksanakan 

kegiatan pokok perusahaan, sedangkan prosedur merupakan suatu urutan kegiatan 

klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam beberapa orang dalam satu 

departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 

transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang (Mulyadi, 2016).
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BAB III 

SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 

DI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN 

 

A. Kegiatan Magang 

Magang merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan setiap 

mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Teknologi Yogyakarta sebagai salah satu 

persyaratan untuk dinyatakan lulus dari program studi D3 Akuntansi. Kegiatan 

magang ini dilaksanakan penulis di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dari 

tanggal 1 Maret 2017 sampai tanggal 12 April 2017 yang dilaksanakan 5 hari 

dalam 1 minggu. Dalam pelaksanaan magang ini jam kerja yang diberikan oleh 

Kantor Sekretariat Daerah disesuaikan dengan jam kerja pegawai yakni sebagai 

berikut: 

 

 

HARI JAM KERJA 

Senin-Kamis 07.30-16.30 WIB 

Jum’at 07.30-14.30 WIB 

Sabtu Libur 

Gambar 3.1 

Jam kerja 

Kantor Sekretariat Daerah 
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Selama magang penulis tidak difokuskan dalam 1 kegiatan saja tetapi hampir 

semua kegiatan yang ada di bagian pembangunan, sehingga penulis bisa mendapat 

pengalaman yang lebih luas. Adapun kegiatan yang di lakukan penulis selama 

magang adalah sebagai berikut: 

1. Mengendali laporan berita acara 

2. Mengevaluasi daftar RUP barang dan jasa 

3. Menginput laporan pelaksanaan kegiatan 

4. Mengendalikan surat keluar dan undangan 

5. Menginput penilaian RFK SKPD 

B. Tim Evalusi Dan Pengawasan Realisasi (TEPRA) 

1. Pengertian 

Pada tanggal 20 Desember 2011, Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono memberikan arahan terkait untuk memecahkan masalah 

penyerapan anggaran. Presiden mengharapkan setiap instansi pemerintah 

untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran, membenahi peraturan 

(termasuk Perpres 54 tahun 2010), membenahi pola reward and 

punishment, melaporkan kepada Presiden kemajuan penyerapan anggaran 

pada bulan April, Agustus dan November, dan mengumumkan 

perkembangan penyerapan anggaran pada publik. Rendahnya penyerapan 

anggaran menimbulkan risiko ekonomi makro yaitu tidak tercapainya 

target pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentunya akan menganggu aktivitas 

pembangunan daerah, sedangkan lambannya penyerapan anggaran atau 
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penumpukan ditriwulan terakhir juga menimbulkan risiko akuntabilitas 

keuangan daerah, seperti memaksakan pelaksanaan kegiatan yang tidak 

perlu, lemahnya perencanaan kegiatan, dan menurunnya kualitas 

pelaksanaan kegiatan. Lebih jauh lagi, kondisi itu dapat mendorong 

tindakan moral hazard seperti pertanggungjawaban yang di mark-up, 

pembuatan berita acara fiktif seolah-olah pekerjaan sudah selesai,dan 

sebagainya, jadi perlu disikapi secara baik dan tepat. Hal yang terpenting 

adalah bagaimana membangun aktivitas pengendalian yang tepat dalam 

menghadapi situasi di atas dengan cara mendorong Kementerian/Lembaga 

(K/L) agar mengelola risiko-risiko yang muncul harus disikapi dengan 

tepat untuk menghindari kegagalan dalam tata kelola keuangan Negara 

yang baik, maka atas Perintah Presiden pada saat penyerahan DIPA 

(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2012 di Istana Negara, maka tanggal 

20 Desember 2011 dibentuklah TEPPA (Tim Evaluasi dan Pengawasan 

Penyerapan Anggaran). 

Setelah selesainya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang 

selanjutnya diganti oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 

7 September 2015, Presiden Joko Widodo telah menandatangani 

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2015tentang Tim 

Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keppres tersebut 

intinya mengatur pembentukan Tim Evalusi dan Pengawasan Realisasi 

APBN dan APBD (TEPRA), yang tugasnya memfasilitasi penyelesaian 
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terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran 

dan program Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 2 Keppres 

Nomor 20 Tahun 2015). Selain itu, Keppres juga memberikan 

kewenangan kepada TEPRA untuk berkoordinasi dan meminta kepada 

para Menteri, pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional 

Indonesia, pimpinan Sekretariat Lembaga Gubernur, dan Bupati/Walikota 

menyampaikan segala informasi, dokumen, dan data yang diperlukan oleh 

TEPRAdalam menjalankan tugas dan evaluasi dan pengawasan dimasud 

(Pasal 4 Kepres Nomor 20 Tahun 2015). 

Pembentukan TEPRA dimaksud merupakan kelanjutan Tim Evaluasi 

Penyerapan Anggaran(TEPPA) yang dibentuk oleh Unit Kerja Presiden 

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pada 

pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II pada Pemerintahan Susilo 

Bambang Yudhoyono.Menjadi berbeda karena TEPPA yang diketuai oleh 

kepala UKP4 mendasarkan pembentukan pada arahan Presiden tanggal 20 

Desember 2012, sewaktu menyerahkan DIPA Kementrian/lembaga di 

Istana Presiden, Jakarta. Memperhatikan keberhasilan TEPPA dalam 

mengawal penyerapan APBN/APBD, dan sebagai upaya  memperkuat dan 

menegaskan pelaksanaan tugas evaluasi dan pengawasan APBN/APBD, 

Presiden Joko Widodo memandang perlu menetapkan TEPRA dalam 

Keputusan Presiden. TEPRA diharapkan dapat menjadi alat guna 

mempercepat penyerapan anggaran, dan memastikan APBN/APBD tepat 
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sasaran sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional.Selain itu, 

TEPRA juga diharapkan dapat meminimalisir masalah dan hambatan 

penyerapan anggaran di Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 

Di kabupaten Sleman, Tim Evalusi Dan Pengawasan Realisasi 

(TEPRA) telah menyusun skema pengendalian dalam memuluskan 

penyerapan anggaran dengan gambar sebagai berikut: 

 

 

Dengan skema diatas, diharapkan pengendalian atas penyerapan 

anggaran dapat berjalan secara optimal. Dari Presiden hingga masyarakat 

umum dapat memantau secara periodik perkembangan penyerapan 

anggaran. Dengan melaksanakan secara konsisten, diharapkan pada awal 

bulan Desember tingkat penyerapan mendekati seratus persen

Sumber: Prosidang Tim TEPRA 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun
i 

Juli Agt Sep Okt Nov Des 

Finalsasi Dokumen penganggaran 

Penetapan Pejabat Perbendaharaan 

LELANG PELAPORAN PELAPORAN PELAPORAN 

Mulai Proses Pengadaan Juknis 

DAK/Dekon/P Pumbukaan 

Blokir Penyusunan Disburment 

Plan 

 

PENGENDALIAN 

Memastikan Proses 

Pengadaan Selesai dan 

Tanda TanganKontrak 

Gambar 3.2 

Skema Pengendalian 

Penyerapan Anggaran 
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2. Pengorganisasian  

Bupati Sleman membentuk Tim Evalusi Dan Pengawasan Realisasi 

(TEPRA) Kabupaten/Kota dengan menunjuk Sekretaris Daerah 

Kabupaten/Kota sebagai Penanggung Jawab dan seorang Pejabat Eselon II 

atau Eselon III pada Sekretariat Daerah atau SKPD yang melaksanakan 

fungsi perencanaan daerah untuk menjadi penanggung Jawab Harian 

sekaligus sebagai Pejabat Penghubung (contact Person) antara TEPRA 

Kabupaten/Kota, TEPRA Provinsi, TEPRA Pusatdan Kementrian Dalam 

Negeri. Keanggotaan TEPRA Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 

melibatkan unsur Sekretariat Daerah, Bagian/Badan/DinasPengelolaan 

Keuangan dan Aset, Badan Perencanaan Daerah, dan Unit Layanan 

Pengadaan, serta dibantu TEPRA Kabupaten/Kota. Penanggung Jawab 

Harian/Pejabat Penghubung secara ex-officio sebagai ketua Sekretariat 

TEPRA Provinsi atau Kabupaten/Kota. 

3. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN). 

b. PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 

c. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah.  
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d. Permendagri No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Rencanaan Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2017. 

e. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah. 

f. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. 

g. Surat Edaran Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Percepatan 

Pembanguan (UKP4) Melalui TEPPA Pusat No. Teps/S-8/01/2012 

Tanggal 10 Januari 2012 Tentang Upaya Percepatan Penyerapan 

Anggaran. 

h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/1939/sj Tanggal 17 April 

2013Tentang Pengoorganisasian, koordinasi dan Pemanfaatan Sistem 

Monitoring Evaluasi Penyerapan Anggaran (Sismontep). 

i. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim 

Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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C. Dokumen Yang Digunakan 

1. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 

Merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

yang berisi penjabaran dari misi, visi, dan program kepala daerah. RPJMD 

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan 

Daerah kabupaten/kota menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dn 

Penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrument evaluasi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

2. Renja-SKPD (Rencana Kerja SKPD) 

Adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, 

yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang 

dilaksakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

3. RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) 

Merupakan dokumen yang memuat rancangan kerangka ekonomi 

daerah, program prioritas bidang pembangunan daerah dan rencana kerja, 

pendanaan dan prakiraan maju. RKPD harus selaras dan konsistemn 

dengan prioritas, sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.RKPD 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau 

disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 
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4. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran SKPD) 

 Adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunanan APBD. 

5. KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara) 

KUA (Kebijakan Umum Anggaran) merupakan dokumen yang 

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta 

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan PPAS 

(Prioritas Plafon Anggaran Sementara) adalah rancangan program 

prioritasdan Patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

Satauan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai 

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-

SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD. 

6. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 

Merupakan dokumen rencana keuangan tahuanan pemerintah daerah 

yang di setujui oleh DRRD. APBD ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah.Tahun anggaran APBD meliputi masa masa satu tahun, mulai dari 

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

7. DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD) 

  DPA-SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku Pengguna 

Anggaran/pengguna barang. Sesuai Peraturan Bupati (perbup) Sleman 
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 Pasal 93 Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pengelolaan Keuanan Daerah Pengguna anggaran melaporkan kemajuan 

fisik dan keuangan kegiatan paket pengadaan barang dan jasa yang 

dilaksanakan melalui penyedia kepada Bupati melalui Kepala bagian 

Pembangunan paling lama tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya. 

Realisasi fisik keuangan merupakan segala aktivitas konstruksi dan 

proyeksi dana keuangan dimasa mendatang sesuai dengan alokasi 

dananya. 

8. LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) 

Merupakan dokumen yang menggambarkan tingkat capaian atau 

realisasi kinerja instansi pemerintahan dalam menjalankan tupoksinya. 

Melalui LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) ini dapat 

dilihat persentase capaian atau realisasi kerja yang disesuaikan dengan 

visi, misi dan strategi daerah yang telah ditetapkan dan juga sebagai bahan 

evaluasi Simrenda untuk tahun anggaran berikutnya. Persentase capaian 

atau realisasi kerja instansi pemerintahan diukur melalui seberapa jauh 

kegiatan atau program yang telah ditetapkan dengan tingkat realisasinya di 

lapangan. Pengukuran persentase kinerja juga dilakukan melalui 

penyesuaian program dan kegiatan yang dijalankan dengan visi misi 

daerah. 

D. Sistem Informasi 

Telah tersedianya sistem informasi yang mendukung pengendalian 

pelaksanaan kegiatan di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten 
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Sleman agar  dapat dilaksanakan sesuai target untuk mempercepat 

pembangunan daerah. Sistem yang digunakan di Kabupaten Sleman meliputi: 

1. SIMRENDA (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah) 

Pentingnya proses perencanaan pembanguan daerah ini menandakan 

setiap daerah dituntut dapat meminimalisir kesalahan–kesalahan yang akan 

terjadi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan 

daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Setiap daerah memiliki 

permasalahan atau kedala yang berbeda-beda dalam penyusunan rencana 

pembangunannya. Di Sleman penyusunan perencanaan pembangunan 

sudah menggunakan aplikasi yaitu Sistem Informasi Manajemen 

Perencanaan daerah (Simrenda) yang berfungsi untuk meningkatkan 

efektivitas proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 

Simrenda merupakan aplikasi untuk membantu menyusun buku 

Musrenbang, Renja SKPD, RKPD dan KUA-PPAS melalui rekapitulasi 

dan simulasi yang dapat menghasilkan scenario perencanaan anggaran 

secara optimal. Simrenda ini dikelola oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 

2. Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) 

Dalam pengendalian kegiatan di Kabupaten Sleman, DPA (Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran) yang dibuat oleh setiap SKPD (Satuan Kerja 

Perangkat Daerah) di input ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya 

akan dilakuakan Penyerapan Anggaran Kegiatan. Pemerintah Kabupaten 

Sleman di dalam proses penyusunan laporan keuangan menggunakan 
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komputerisasi dengan suatu sistem bernama Sistem Informasi Akuntansi 

Dinas Daerah (SIADINDA). Dengan adanya pemanfaatan sistem 

informasi akuntansi ini di dalam proses penyusunan laporan keuangan, 

pemerintah Kabupaten Sleman di harapkan dapat memudahkan proses 

penyusunan laporan keuangan dan memberikakan manfaat bagi 

pemerintah demi mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.  

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga sangat 

penting dalam menciptakan laporan keuanganyang berkualitas. 

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan 

penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan 

dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah 

laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunkan 

oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing 

SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan peerintah daerah. 

3. Sistem Informasi Manajemen Tim Evalusi Dan Pengawasan Realisasi 

(SIMTEPRA) 

TEPRA merupakan tim yang melakukan evaluasi dan pengawasan 

anggaran agar realisasi belanja daerah bisa berjalan disiplin menggunakan 

format kendali. Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh organisasi, Satuan 

Kerja, Unit Kerja dan perangkat pendukung dilingkungan Pemerintah 

Daerah memiliki suatu sistem dalam melaporkan kegiatan monitoring dan 

evaluasinya dengan menggunakan Format TEPRA secara periodik dan 

cepat. Selain itu, dengan adanya Aplikasi SIMTEPRA akan terjadi 
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standarisasi format pelaporan seluruh SKPD kepada Ketua TEPRA 

Daerah dan informasi ini tahapan realisasi kegiatan dapat dilihat dengan 

mudah, baik realisasi keuangan maupun fisik, sehingga dapat 

memudahkan Pemerintah Daerah dalam pemantauan penyerapan 

anggaran. SKPD  akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan 

rekapitulasi realiasi kegiatan dan kemudahan memberikan laporan kepada 

Bupati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Unit Yang Terkait 

1. SKPD 

Merupakan perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam 

penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh SKPD 

yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD juga selaras dengan 

visi dan misi Kabupaten.  

Gambar 3.3 

Evaluasi Dan Pengawasan Anggaran Kegiatan SKPD 

KUA-PPAS 

SIMREND

A 
SISTEM 

KEUANGA

N 

PENYERAPAN 

ANGGARAN 

KEGIATAN 

DPA 

TEPRA LAKIP 

Program 

Kegiatan 

Pengendalian Dan Evaluasi Renja-SKPD 

Bahan Evaluasi 

Sumber: Hasil Wawancara dengan Sub. Bag. Pelaporan 
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2. Bagian Pembangunan 

Merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam melaksanakan 

pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat 

daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan SKPD. Hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan  

SKPD akan dilaporkan ke Bupati. 

3. Bagian Organisasi 

Merupakan bagian yang menerima LAKIP dari masing-masing SKPD 

dan merekap serta melaporkan ke Bupati. 

4. Bupati 

Kepala Daerah yang menerima dan menandatangani hasil dari 

pelaksanaan kegiatan dan LAKIP SKPD. 

F. Manfaat menggunakan Sistem Tim Evalusi Dan Pengawasan Realisasi 

(TEPRA) 

1. Dapat memudahkan Pemerintah Daerah dalam pemantauan penyerap 

ananggaran. Dari Sistem TEPRA informasi ini tahapan realisasi kegiatan 

dapat dilihat dengan mudah baik realisasi keuangan maupun fisik. 

2. SKPD akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan rekapitulasi 

realiasi kegiatan dan kemudahan memberikan laporan kepada eksekutif. 

3. Laporan serapan anggaran dapat diakses secara mudah, cepat dan 

transparan melalui website secara online.  
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4. Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi TEPRA ini menjadikan 

sarana bagi pelaksana untuk evaluasi proses realiasi pembangunan dapat 

berjalan secara tepat waktu. 

G. Prosedur Pengendalian Kegiatan  

SKPD 

1. Menerima RPJMD 

2. Membuat Renja-SKPD dan  menyerahkan ke BAPPEDA 

3. Membuat RKA dengan disetujui Tim Anggaran 

4. Input ke SSO  menu SIMRENDA dan mencetak dokumen 

5. Dokumen yang dihasilkan KUA-PPAS 

6. Dibuatkan APBD – Dokumen APBD 

7. Dibuatkan DPA-SKPD – Dokumen DPA-SKPD 

8. Input ke aplikasi SSO menu SIADINDA – Dokumen DPA-SKPD 

9. Membuat RFK (Realisasi Fisik Keuangan)- Dokumen RFK 

10. Membuat LAKIP yang berdasarkan indikator kinerja SKPD dan indikator 

kinerja Kabupaten. 

Bagian Pembangunan 

1. Menerima RFK (Realisasi Fisik Keuangan) dari setiap SKPD 

2. Penyerapan anggran dan pengendalian dan evaluasi Renja-SKPD 

menggunakan SIMTEPRA 

3. Membuat Laporan RFK 

4. Laporan RFK direview dan dievaluasi 
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5. Jika sesuai target ,Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan dilaporkan ke 

Bupati. Jika tidak sesuai target maka Bagian Pembangunan akan 

melakukan pembekalan dan pendampingan pada SKPD yang bersangkutan 

Bagian Organisasi 

1. Menerima LAKIP dari masing-masing SKPD 

2. Diserahkan ke Bupati 

Bupati  

1. Menerima LAKIP dari Bagian Organisasi 

2. Menerima Laporan Kemajuan Fisik dan Kegiatan dari Bagian 

Pembangunan 

3. Menandatangani LAKIP serta Laporan  RFK 

 

Berikut ini merupakan bagan alir/flowchart pengendalian kegiatan 

pembangunan di Kantor Sekretariat Kabupaten Sleman: 
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H. Flowchart

SKPD 

1 

Input ke SSO menu 

SIMRENDA 

RPJMD 

Renja-SKPD 

RKPD 

RKA-SKPD 

KUA-PPAS 

Membuat 

APBD 

RPJMD 

Renja-SKPD 

RKPD 

RKA-SKPD 

KUA-PPAS 

APBD 

2 

4 

5 

3 

Membuat 

LAKIP 

RPJMD 

Renja-SKPD 

RKPD 

RKA-SKPD 

KUA-PPAS 

APBD 

RFK 

LAKIP 

T 

BAPPED

A 

Mulai 

RPJMD 

Membuat 

Renja-SKPD 

RPJMD 

Renja-

SKPD 

Membuat 

RKPD 

RPJMD 

Renja-SKPD 

RKPD 

Membuat 

RKA-SKPD 

1 

RPJMD 

Renja-SKPD 

RKPD 

RKA-SKPD 
Setelah 

disetujui Tim 

Anggaran 

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Renja-SKPD : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah  
RKPD : RencanaKerja Pembangunan Daerah 
RKA-SKPD : Rencana Kerjadan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
KUA-PPAS     : KebijakanUmum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara 
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
DPA-SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
LAKIP      : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
RFK : Realisai Fisik dan Keuangan 

Gambar 3.4 

Bagan Alir Pelaksanaan 

Kegiatan pembangunan 

Daerah 

2 

Membuat 

DPA-SKPD 

Input ke SSO menu 

SIADINDA 

Membuat 

RFK 

RPJMD 

Renja-
SKPD 

RKPD 

RKA-

SKPD 
KUA-PPAS 

APBD 

DPA-SKPD 

RPJMD 
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RKPD 

RKA-SKPD 

KUA-PPAS 

APBD 

DPA-SKPD 
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RKA-SKPD 

KUA-PPAS 

APBD 

DPA-SKPD 

3 

RFK 

SKPD 
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RFK : Realisasi Fisik dan Keuangan 

Melakukan 

Pembekalan dan 

Pendampingan 

Pada SKPD 
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SIMTEPRA 
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Gambar 3.5 
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Pengendalian Kegiatan 
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Sebagai Bahan 
Evaluasi tahun 

Anggaran 

Berikutnya 
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LAKIP Laporan RFK 

Menandatangani 

LAKIP 
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Gambar 3.7 

Bagan Alir Penerimaan 

Laporan SKPD 
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LAKIP 
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Bagian Organisasi 

Gambar 3.6 

Bagan Alir Pelaporan 

LAKIP SKPD 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka diperoleh 

kesimpulan sistem dan prosedur pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan 

di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut: 

1. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan hasil Realisasi 

Fisik dan Keuangan ke Bagian Pembangunan dan  melaporkan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ke Bagian Organisasi setiap 

bulan. 

2. Bagian Pembangunan menerima laporan realisasi fisik dan keuangan untuk 

direview dan dievaluasi. 

3. Bagian Organisasi menerima LAKIP dari seluruh SKPD untuk direkap dan 

dilaporkan ke Bupati. 

4. Hasil laporan realisasi fisik dan keuangan dari Bagian Pembangunan dan 

laporan LAKIP dari Bagian Organisasi selanjutnya akan diserahkan ke 

Bupati. 

Berikut penulis memberikan saran atas kekurangan dari Sistem dan Prosedur 

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sleman.
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B. Saran 

Saran yang dibuat penulis berdasarkan Tugas Akhir atas pemahaman Sistem 

dan Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Di Kantor Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sleman yaitu tepat waktu dalam melaporkan RFK(Realisasi Fisik dan 

Keuangan) dikarenakan Bagian Pembangunan dalam membuat dan melaporkan 

Laporan RFK ke Bupati tidak tepat waktu. Seharusnya SKPD melaporkan paling 

lama setiap tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya yang sesuai Peraturan Bupati 

(perbup) Sleman Pasal 93 Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pengelolaan Keuangan Daerah tetapi SKPD melaporkan RFK melebihi dari 

tanggal yang sudah ditetapkan berdasarkan pemahaman dalam praktek.
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